
Menimbang 

BUPATI SEKADAU 
PROVINSIKALIMANTAN BARAT 

PERATURAN BUPATI SEKADAU 
NOMOR 21 TAHUN 2021 

TENT ANG 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 
KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2022 

DENGAN RAHMAT TU HAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SEKADAU, 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasa.J 26 ayat (2) 

Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasa.J 263 ayat 

(4) dan Pasa.J 264 ayat (1), Undang - Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - 

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2022; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasa.J 103 Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 201 7 ten tang Tata 
Cara Perencanaan, 

Pembangunan Daerah, 

Pengendalian dan 

Tata Cara Evaluasi 
Evaluasi 

Pera tu ran 
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, bahwa Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 

2022 yang telah disempurnakan berdasarkan hasil 

( 
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Mengingat 

fasilitasi disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris 
Daerah untuk persetujuan penetapan dan pengundangan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2022; 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau 

di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nornor 149, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4344); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 

2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4700); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - 

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
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7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 10); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencaoaan, Pengeodalian dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (Serita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 1312); 

9. Peraturan Meoteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

10. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

1 1. Peraturan Meoteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 496); 
12. Keputusan Menteri Dalarn Negeri Nomor 050 - 3708 

Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi 
Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi dao Nomenklatur 

Pereocanaao Pembaogunan dao Keuangao Daerah; 

13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 
Tahun 2019 Ten tang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat 

2018 - 2023; 
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Tata 

Cara Penyusunao Rencana Pembangunan Daerah dan 
Pelaksaoaao Musyawarah Perencanaan Pembaogunan 

Daerah Kabupaten Sekadau; 
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15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 
Kabupaten Sekadau Tahun 2005 - 2025 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2009 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 
4); 

16. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang 

Memperhatikan 

Menetapkan 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 6, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 
7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Nomor 4 Tabun 2016 Tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sekadau Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7). 

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 640 / 16 / SJ Tahun 2021 tentang Penyusunan 

Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca 
Pemiliban Kepala Daerah Serentak Tahun 2020. 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI SE:KADAU TENTANG RENCANA K.ERJA 
PEMERlNTAH DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2022. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Sekadau. 
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 

Sekadau. 

3. Bupati adalah Bupati Sekadau. 
4. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati 

Sekadau. 
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5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Sekadau. 

6. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Kepala 
Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

7. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan 

tindakan masa depan, melalui urutan pilihan yang 
melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna 
pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada 
dalam waktu tertentu di daerah. 

8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Kabupaten Sekadau Tahun 2005 2021, yang 
selanjutnya disingkat RPJPD, adalab dokumen 

perencanaan jangka panjang daerah untuk periode 20 
(dua puluh) tahun. 

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kabupaten Sekadau Tahun 2021 2026, yang 
selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen 

perencanaan jangka rnenengah untuk periode 5 (lima) 
tahun. 

10. Rencana Pernbangunan Tahunan Daerah, yang 
selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Kabupaten Sekadau yang selanjutnya disingkat RKPD 
ada]ah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 

[satu] tahun. 

11. Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang 
selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerab 

(Renja-PD), adalah Dokurnen Perencanaan Perangkat 
Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun. 

12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang 
selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar 

pemangku kepentingan rangka menyusun Rencana 

Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 
Renstra Perangkat Daerab adalah Dokumen Perencanaan 
Perangkat untuk Periode 5 (lima). 
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13. Rencana Kerja adalah Dokumen Rencana yang memuat 

Program dan Kegiatan yang diperlukan untuk mencapai 
sasaran pembangunan. 

14. Rencana Kerja dan Anggaran 

selanjutnya disingkat RKA 
Perangkat Daerah yang 

PD adalah dokumen 
perencaoaao dan penganggaran yang berisi rencana 

pendapatan, rencaoa belanja program dan kegiatan 
Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai 
dasar penyusunan APBD. 

15. K.ebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA 

adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang 

pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang 
mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 

16. Prioritas dao Plafon Anggaran Sementara yang 

selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan 

batas maksimal anggaran yang diberikan kepada 

Perangkat Daerah untuk setiap program, kegiatan dan 

sub kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana 

kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. 

17. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disingkat SKPD adalah Perangkar Daerah pada 

Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran / 

pengguna barang. 

18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya 

disingkat APBD adalah rencana keuangan daerah yang 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

19. Visi adalah rumusan urnurn mengenai keadaao yang 

diinginkan pada akhir periode perencanaao 

pembangunan Daerah. 

20. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya - upaya 

yang akao dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 
21. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah 

dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan 

dengan menggunakan sumber daya yang disediakan 

uotuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas 

dan fungsi. 
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22. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas 

pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah 
untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka 

mencapai hasil (outcome) suatu program. 
23. Perubahan APBD adalah penyesuaian target kinerja dan 

atau prakiraan/ rencana keuangan tahunan tahunan 
Pemerintah Daerah yang telab ditetapkan sebelumnya 
untuk dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Daerah 

dan DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

24. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 
Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut 

Kepala Bappedalitbang adalah Kepala Perangkat Daerah 

dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau yang 

bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan 

fungsi penunjang bidang perencanaan dan bidang 

penelitian dan pengembangan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan Kabupaten Sekadau. 

BAB JI 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

Penetapan RKPD climaksud sebagai : 
a. dasar dan pedoman penyusunan Rancangan KUA dan 

Rancangan PPAS; 
b. pedoman penyempurnaan Rancangan Akhir Renja 

Perangkat Daerah. 

Pasal 3 

Penetapan RKPD bertujuan untuk menjamin keterkaitan dan 

konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan 

dan pengawasan. 
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BAB Ill 

KEDUDUKAN DAN SISTEMATIKA 

Pasal 4 

(1) RKPD Tahun 2022 merupakan dokumen Perencanaan 

yang memuat Program dan Kegiatan Pembangunan 
Tahunan Daerah yang merupakan penjabaran dari visi, 
misi dan program Bupati yang ditetapkan dalam RPJMD. 

(2) RKPD sebaga.imana dimaksud pada ayat (1) menguraikan 

Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk 

periode 1 (satu) tahun anggaran sejak tanggal 1 Januari 

2022 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang 

diusulkan melalui dana Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD) serta diusulkan melalui dana 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

(3) Rincian RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 5 
RKPD sebagaimana dimaksud pada pasal (4) disusun dengan 

sistematika sebagai berikut : 

PENDAHULUAN 

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 

KEUANGAN DAN EKONOM1 KERANGKA 

DAERAH 
SASARAN DAN PRJORJTAS PEMBANGUNAN BAB [V 

BAB I 

BAB 11 

BAB Ill 

BABV 

BAB VI 

BAB vn 

DAE RAH 
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH 

DAE RAH 

PENUTUP 
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BAB JV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasa16 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita 
Daerah Kabupaten Sekadau. 

Ditetapkan di Sekadau 
pada tangga] 2 Juli 2021 

BUPATI SEKADAU, 

TTD 

ARON 

Diundangkan di Sekadau 
pada tanggal 2 Juli 2021 

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU, 

TID 

FRANS ZENO 

BERJTA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2021 NOMOR 21 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Bagian Hukum 
Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau, 

RADIUS, SH 
Pembina (IV /a} 
NIP. 19810910 200803 1 001 
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